
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.943, 2019 KEMENDAG. Impor Hasil Perikanan. Perubahan. 

 
 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 64 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 

66 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR HASIL PERIKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

kebijakan impor hasil perikanan, perlu melakukan 

beberapa perubahan terhadap ketentuan Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2018 tentang 

Ketentuan Impor Hasil Perikanan sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Ketentuan 

Impor Hasil Perikanan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2018 

tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya 

Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5870); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Pengesahan Protocol Amending the Marrakesh Agreement 

Establishing the World Trade Organization (Protokol 

Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai 

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 240, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6140); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata 

Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan 

Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan 

Penolong Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6188); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik atau Online Single Submission di Bidang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6215); 

7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-

DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang 

Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1006); 
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9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  08/M-

DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2018 

tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 741) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 

2018 tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 302); 

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 

tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 936); 

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI 

PERDAGANGAN NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG 

KETENTUAN IMPOR HASIL PERIKANAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 66 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Hasil 

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 747) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 

Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 302), diubah 

sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 18 

(1) Persetujuan Impor dibekukan apabila Importir Hasil 

Perikanan: 

a. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian 

laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; 

dan/atau 

b. sedang dalam proses penyidikan atas dugaan 

tindak pidana yang berkaitan dengan 

penyalahgunaan Persetujuan Impor. 

(2) Pembekuan Persetujuan Impor dapat diaktifkan 

kembali setelah Importir Hasil Perikanan: 

a. memenuhi kewajiban penyampaian laporan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam 

waktu 1 (satu) bulan sejak Persetujuan Impor 

dibekukan; dan/atau 

b. tidak terbukti melakukan tindak pidana yang 

berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan 

Impor. 

 

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 19 

Persetujuan Impor dicabut apabila Importir Hasil 

Perikanan: 

a. melanggar ketentuan larangan memperdagangkan 

dan/atau memindahtangankan Hasil Perikanan 

kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11; 

b. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian 

laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

setelah melebihi batas waktu 1 (satu) bulan sejak 

Persetujuan Impor dibekukan; 

www.peraturan.go.id



2019, No.943 
-5- 

c. terbukti menyampaikan data dan/atau keterangan 

yang tidak benar dalam permohonan Persetujuan 

Impor, setelah Persetujuan Impor diterbitkan; 

d. mengubah, menambah, dan/atau mengganti isi yang 

tercantum dalam Persetujuan Impor; dan/atau 

e. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak 

pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan 

Persetujuan Impor. 

 

3. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Ketentuan 

Impor Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 747) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Ketentuan 

Impor Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor  302) diubah, sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) 

hari terhitung sejak tanggal diundangkan. 
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